
 
 
 
 

 
 

BUPATI SUKOHARJO 
 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  SUKOHARJO 

NOMOR 8 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 
180/020459 tanggal 21 Desember 2015 perihal Hasil 
Klarifikasi Peraturan Daerah Sukoharjo, maka Peraturan 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 
tentang Kepala Desa perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a,  maka perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 
2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10 Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224); 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

dan 

BUPATI SUKOHARJO 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 10 
TAHUN 2015 TENTANG  KEPALA DESA. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 

10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 

224), diubah sebagai berikut:  

 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 22 dihapus,  sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.  

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.  

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki 
Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul dan adat istiadat Desa. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu 
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang 
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan 
dan merupakan mitra pemerintah desa dalam 
memberdayakan masyarakat. 
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10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, 
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis.  

11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 

12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan 
rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang 
bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 
adil. 

13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang 
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia 
yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan 
proses Pemilihan Kepala Desa. 

14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang 
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten 
adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat 
Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan 
Kepala Desa. 

15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa 
yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai 
calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. 

16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa 
yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan 
pemilihan Kepala Desa.  

17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang 
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta 
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 

18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan 
telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak 
pilih dalam pemilihan Kepala Desa. 

19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat 
DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan 
data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir 
yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas 
kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru. 

20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang 
disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang 
bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih 
Sementara. 

21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT 
adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh 
Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas 
pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala 
Desa. 
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22. dihapus. 

23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih 
dalam rangka mendapatkan dukungan. 

24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat 
TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan 
suara. 

25. Saksi adalah penduduk desa setempat yang diberikan 
kuasa oleh Calon kepala Desa untuk mewakili calon 
yang bersangkutan dalam mengikuti proses 
pemungutan suara.  

26. Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk untuk 
mengawasi jalannya proses pemilihan Kepala Desa 
yang berada di tingkat desa dan kecamatan.  

27. Hari adalah hari kerja.  

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf g diubah, sehingga Pasal 

9 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 9 
 
(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten. 

(2) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan 
wewenang meliputi: 

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan 
menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan 
pemilihan tingkat Kabupaten; 

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan 
pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan 
Kepala Desa tingkat desa; 

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; 

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan 
pembuatan kotak suara serta perlengkapan 
pemilihan lainnya; 

e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan 
perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia 
Pemilihan; 

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan 
pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang 
berkaitan dengan hasil penghitungan suara; 

g. dapat melakukan seleksi tambahan terhadap bakal 
calon kepala desa yang lebih dari 5 (lima) orang; 

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
pemilihan; dan 

i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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(3) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c, huruf d dan huruf e dapat didelegasikan 
kepada Panitia Pemilihan. 

(4) Unsur Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

(5) Keanggotaan Panitia Pemilihan di Kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

3. Ketentuan Pasal 27 dihapus.  

4. Ketentuan Pasal 28 ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga 

Pasal 28 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 28 
 

(1) Panitia Pemilihan memberitahukan kepada pemilih 
yang berhak memilih dan membuat pengumuman di 
tempat-tempat yang strategis di wilayah desa yang 
bersangkutan tentang akan diadakannya Pemilihan 
Kepala Desa, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum 
pemilihan dilaksanakan. 

(2) Pemberitahuan kepada pemilih yang berhak memilih 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan surat pemberitahuan dengan tanda bukti 
penerimaan. 

(3) Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dicantumkan nama dan alamat pemilih 
sesuai DPT dan tempat serta waktu pemilihan 
diselenggarakan. 

(4) Bagi pemilih yang tercantum dalam DPT, tetapi belum 
menerima surat pemberitahuan dapat meminta kepada 
Panitia Pemilihan sebelum Penutupan pemungutan 
suara. 

(5) dihapus.  

(6) dihapus.  

5. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 34 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 34 

(1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
lebih dari 5 (lima) orang, dilakukan seleksi tambahan 
dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di 
lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia. 

(2) Selain seleksi tambahan dengan kriteria sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan seleksi tambahan 
melalui test tertulis. 

(3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia.  

(4) Tata cara seleksi tambahan terhadap bakal calon 
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 
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6. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga 
Pasal 51 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 51 

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia 
Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir. 

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung: 

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan 
salinan DPT untuk TPS;  

b. dihapus;  

c. jumlah pemilih dari TPS lain; 

d. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan 

e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih 
karena rusak atau keliru dicoblos. 

(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan 
dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, 
BPD, Pengawas, dan warga masyarakat. 

(4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat 
dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan 
menyerahkannya kepada Ketua panitia. 

(5) Panitia membuat Berita Acara hasil penghitungan 
suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan 
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia 
serta dapat ditandatangani oleh saksi calon. 

(6) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara 
hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir 
sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 
(satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di 
tempat umum. 

(7) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul 
khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam 
kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau 
segel. 

(8) Panitia Pemilihan menyerahkan Berita Acara hasil 
penghitungan suara, surat suara, dan alat 
kelengkapan administrasi pemungutan dan 
penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai 
penghitungan suara. 

 
 

 

 

 

 



8 

 

 

Pasal II 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI 
JAWA TENGAH : (8/2016) 

Ditetapkan di Sukoharjo 
pada  tanggal  2 Juni 2016                   
 
BUPATI SUKOHARJO, 
 
              
 
 
WARDOYO WIJAYA 
 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  2 Juni 2016 
 
       SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
 
 
          AGUS SANTOSA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2016 NOMOR 8 
 



9 

 

 

 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  

NOMOR 8 TAHUN 2016  

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA 

 

I. UMUM 

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Kepala Desa, terdapat ketentuan yang perlu dihapus yaitu berkaitan 
dengan DPK karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. 

Berkaitan dengan hal di atas, maka perlu dibentuk Peraturan 
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. 

Substansi yang diubah adalah berkaitan dengan penghapusan 
ketentuan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yaitu daftar pemilih yang 
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk mewadahi pemilih yang belum 
terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ketentuan mengenai DPK 
tidak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga pasal-pasal yang 
mengatur atau berkaitan dengan DPK semuanya dihapus. 

Selain hal di atas, substansi yang dilakukan perubahan adalah 
berkaitan dengan kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten untuk 
melakukan seleksi tambahan apabila calon Kepala Desa lebih dari          
5 (lima) orang. Karena pertimbangan kondusifitas wilayah kewenangan 
tersebut dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan 
merupakan kebijakan lokal yang dituangkan dalam Peraturan Daerah 
ini.  

 
II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal I 

Cukup jelas. 

Pasal II 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR  233 

 

 
 
 
 


